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LAMPIRAN

KUESIONER

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAFTAR PEMILIH
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pengantar

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih di Kabupaten
Sidenreng Rappang dan bertujuan untuk memenuhi kewajiban dalam memperoleh
gelar Magister (S2) Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Fakultas llmu
Sosial dan llmu Politik Universitas Hasanuddin. Kuesioner ini akan dijadikan
sebagai tolak ukur penilaian pengaruh implementasi Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) terhadap kualitas daftar pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka saya Andi Syaiful selaku peneliti
memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari, mengisi kuesioner ini dengan
keadaan yang sebenarnya. Demikian pemberitahuan ini atas bantuan Bapak/ lbu/
Saudara/ Saudari, Saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya.

. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor responden e (diisi oleh peneliti)
2. Umur e (tahun)

3. Jenis kelamin . (Laki-Laki/Perempuan®)

4. Pekerjaan : 1) KPU Kabupaten

2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3) Bawaslu Kabupaten

4) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

5) Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)
6) Panitia Pemungutan Suara (PPS)

7) Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

8) Pantarlih

*) coret yang tidak perlu
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B. PETUNJUK

Berikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan situasi

dan kondisi yang ibu/bapak ketahui.
Skala :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
Tidak Setuju (TS)
Kurang Setuju (KS)
Setuju (S)
Sangat Setuju (SS)

ok owbd

C. DAFTAR PERNYATAAN

Variabel X1 Konten/lsi kebijakan

No

PERNYATAAN

PILIHAN
JAWABAN

1 2

3

STS | TS

KS

SS

Variabel Kepentingan Yang Terpengaruhi

Dalam implementasi kebijakan
penyusunan daftar pemilih terdapat
kepentingan yang terpengaruhi

Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Implementasi kebijakan penyusunan
daftar pemilih dipengaruhi oleh
manfaat yang dihasilkan

Derajat Perubahan Yang

Diinginkan

Ada derajat perubahan yang
diinginkan dalam penyusunan daftar
pemilih

Kedudukan Pembuat K

ebijakan

Kedudukan KPU sebagai lembaga
tetap dan mandiri memiliki pengaruh
terhadap implementasi kebijakan
penyusunan daftar pemilih
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Pelaksana Program (KPUD, PPK, PPS dan Pantarlih)

5 KPUD Sidrap dan jajarannya

berperan penting dalam penyusunan

daftar pemilih

Sumber Daya Yang Dikerahkan (Aparat, Waktu dan Biaya)
6 Sumber daya yang disiapkan KPU

memiliki pengaruh terhadap
implementasi kebijakan penyusunan
daftar pemilih

Variabel X2 Konteks Kebijakan

No

PERNYATAAN

PILIHAN
JAWABAN

2

3

STS

TS

KS

SS

Karakteristik lembaga dan
penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa
memiliki pengaruh terhadap
implementasi kebijakan penyusunan
daftar pemilih

Kepatuhan dan Daya Tanggap
Masyarakat

Partisipasi warga masyarakat
memiliki pengaruh terhadap
implementasi penyusunan daftar
pemilih
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Variabel Y Hasil Implementasi Kebijakan (Kualitas Daftar Pemilih)
PILIHAN
JAWABAN
No PERNYATAAN 1 2 3 5
STS | TS KS SS
Pemutakhiran daftar pemilih yang
dilaksanakan oleh KPU Sidrap
1 beserta jajarannya menghasilkan

daftar pemilih yang berkualitas
(akurat, aktual dan komperhensif)
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